
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TBNGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALJ 

NOMOR WTAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARARAT
DAN DBSA KABUPATEN BOYOLAU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU.

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksai^akan ketentuan PasaJ 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabu paten Boyolali, perlu meneiapkan Peraturan 
Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propin si Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 19S0 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494];

3. Undang ....
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah be be ra pa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkai Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Boyolali Tahun 
2016 Nomor \6. Tambahan Lembaran Daerah 

Kabu pa ten Boyolali Nomor 183);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten 

Boyolali (Benta Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2018 Nomor 25):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

KABUPATEN BOYOLALI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pa sal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah
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1. Daerah adaJah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Perangkat Dae rah adalah unsur pem bantu Bupati dan Dewan Perwakiian 
RalQ^at Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pcmerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati aebagai unsur penyelenggara 
Pcmerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pcmerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Urusan Pcmerintahan adalah kekuasaan pcmerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kemenlerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi. 
mclayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Dinas Pem herd ay aan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya dieebut 
Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Boyolali.

BAB U

URAIAN TUOAS

Bagian Kesatu

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 2

(1| Dispermasdes mempunyai tugas mem bantu Bupati melaksanakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa.
(2| Dispermasdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh KepaJa 

Dispermasdes yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa.

(3) Uraian tugas KepaJa Dispermasdes sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, 
adalah sebagai berikut:
a. menimuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan pe run dang-undangan dan pc rtimbangan teknis bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas;

b. mcnyusun ....
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b. mcnyusun pcrencanaan penyelen^araan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sasuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang'undangan 
berdasarkan rencana pernbangu nan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang aesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di
bidang pern herd ay aan masyarakat dan desa berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sum her day a agar
penyelenggaraannya betjalan efektif sesuai dengan sasaron dan 
tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. eflsien. dan tepat sasaran;

e. menyelenggarakan pern bin aan di bidang bina pemerintahan desa, 
perencanaan dan keuangan desa. pemberdayaan dan partial pa si 
masyarakat desa. dan pengembangan perekonomian. potensi desa, 
dan teknologi tepat guna;

f. menyelenggarakan aupervisi pengelolaan dan administrasi keuangan 

desa;

g. menyelenggarakan penilaian keberhasilan desa/kelurahan;
h. menyelenggarakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pern bangu nan desa/kelurahan dan 

kecamatan;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

aesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka p>erbaikan kineija;

j. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

k. merumuskan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. mem bina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Bagian ....
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b- fnenyusun perencanaan penyelen^araan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis:

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaJ^ 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdaaarkan 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 

penyelenggaraan nya berjalan efektif sesuai dengan saaaran dan 
tujuan yang lelah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, effsien, dan tepat saaaran;

e. menyelenggarakan pembinaan di bidang bina pemerintahan desa. 
perencanaan dan keuangan desa* pemberdayaan dan partisipasi 
masyarakat desa, dan pen gem ban gan perekonomian, potensi desa. 
dan teknologi tepat guna;

f. menyelen^arakan supervisi pengelolaan dan administrasi keuangan 

desa;

g. menyelenggarakan pentlaian keberhaailan desa/kelurahan;

h. menyelenggarakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan 
kecamatan;

1.

}

k.

I

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija 
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian 

internal vang teiah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

merumuskan iaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Bagian ....
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Bagian Kedua
Tugas dan Pungsi Sekretariat

Paragraf 1 

Sekretariat

Pa sal 3
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan 
pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan 
Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh Sekretaris 
yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi 
perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan 
rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di 
lingkungan Dinas.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dispermasdes sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dispermasdes sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan Daerah;

C- mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtan^an, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Dispermasdes berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan ....
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d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mcnyelia j>«nyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan maayarakat. keprotokolan, kcarsipan, 
dan barang inventahs serta kelembagaan sesuai prosedur dan 
ketenfuan pcraturan perundang-undangan agar tenvujud tertib 

administraai dan dapat menimjang pelaksanaan tugas Dispermasdes 
sccara optimal;

f. mcnyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 
kcpegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

potensi agar tenA'ujud tertib administrasi kepegawai dan kinerja 

pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugaa 
Dispermasdes;

g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 

meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendahaman. verifikasi, pembukuan, dan pclaporannya sesuai 
pn)sedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

tenvujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaria pada Dispermasdes meliputi penyiapan bahan rencana 

kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan 
pclaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan agar teru ujud tertib administrasi barang inventaris;

i. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan. dan penelapan 

target kinerja serta pclaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasar data yang dapat 
dipertanggungjnwabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan, tersusun dokumen percncanaan, dan akuntabilitaa 

kinerja yang baik;

J. melaksanakan pengendalian dan evaluasx pelaksanaan kinerja di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinerja;
k. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulls herdasarkan kajian dan/atau 
lelaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang 

kesekretariatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

menyusun
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t. menyuBun laporan di bidang kesekretarlatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

m. tnetnbina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasiln.va sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh plmpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija oi^anisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pa sal 4

(1| Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan persuratan. urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan. rumah tangga, dan 
penataan barang milik Daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 

urusan persuratan, urusan tata usaha. kearsipan, urusan administrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan. rumah tangga. dan 
penataan barang milik Daerah.

(3| Ural an tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2|. adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 

menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, administrasi, 
dan pengelolaan kepegawaian pada Dispcrmasdes sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
ke rumah tan ggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan. 
barang in vent arid, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada Dispermasdes sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 

Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

pembangunan Daerah;

c, menyelia ....
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c- menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada Dispermasdes berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugaa beijalan 
dan berhasiJ optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat saaaran;

e, menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

f menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar terwnjjud tertib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan mcnunjang pelaksanan tugas Dispermasdes 
secara optimal,

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 

masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
keterbukaan informasi publik;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearstpan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan a^r 
terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanan 

tugas Dispermasdes secara optimal;

i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kinerja 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud 

pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 
pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan ....
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m. menibenkan saran, pendapatf dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 
ben’alan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdaaarkan 
data dan analisa sebagai inibrmasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

o- membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pin an 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pa sal 5

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi pengeiolaan keuangan < penatausahaan» akuntansi, verifikasi, 
dan pembukuan.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepaia Subb^an Keuangan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi 
pengeiolaan keuangan. penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan 
pembukuan.

(3| Urafan tugas KepaJa Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), adalah sebagai berikut:
a, menyusun bahan kebijakan leknis di bidang pengeiolaan administrasi 

keuangan pada Disperm a sdes sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan pcrencanaan di bidang pengeiolaan administrasi 
keuangan pada Dispermasdes sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar tersusun dokumen administrasi keuangan yang sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

c. menyelia ....
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c. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 

penyusunan laporan keuangan pada Dispermasdes berdasarkan 
kewenangan dan mernpertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan 
tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, tnemberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan scsuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efeklif, eilsien, dan lepaf aasaran;

e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan keuangan dan laporan lainnya sesuai lingkup 
tugasnya;

f. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

g. melaksanakan monitoring dan evaluaai pelaksanaan an^aran belanja 

Langsung di lingkup tugasnya;
h- menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana anggaran 

belanja langsung dan rencana an^aran belanja tidak langsung;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 

belanja langsung dan tidak langsung;

j. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

k. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang keuangan sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbalkan 

kinerja;
m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan secara 

langsungmaupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar 
arah kebijakan penyclenggaraan tugas sekretariat beijalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun bahan laporan di bidang keuangan berdasarkan data dan 

analisa sebagai in formas: dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

0. memblna, mengawasi, dan menllai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimptnan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organlsasi.

Xw

Paragraf 4 ....
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Paragraf 4

Subba^an Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugaa melaksanakan 
penyiapan koordinasi dan penyusunan program, kegiatan. dan 
pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan di pirn pin oleh Kepala Subbagian 
Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin 

pelakaanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, 
kegia(an. dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ay at {2|r adaJah sebagai berikut:

a. menyusun bah an kebijakan teknis di bid an g penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelen^araan 
pemerintahan dan kineija pada Dispermasdes sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang lelah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 
program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kinerja pada Dispermasdes sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang teiah ditetapkan;

c. menyelia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan 

serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 
pada Dispermasdes berdasarkan kewenangan dan 
mempenimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 

dengan efektif dan efjsien;

d. mendisthbuaikaji tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eflsicn, dan tepat sasaran;

e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup 
tugasnya;

r. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja 
Uiama, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, 
Pengukuran Kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya sesuai 
lingkup tugasnya;

g, menyiapkan



• 12 •

g. menyiapkftn bahan dan pelaksanaan pengoordinasian pcnyusunan 

bah an Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupaii, Laporan 
Akumabilitas Kineija Inatansi Pemerintah. dan laporan lainnya scsuai 
lingkup tugasnya;

h. melaksanakan pengendaiian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendaiian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

i. memberikan saran* pendapai, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langaung maupun tertulis berdaaarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaa sekretariat 
beijaian sesuai keientuan peraturan perundang-undangan;

j. menyuaun laporan di bidang perencanaan dan pelaporan berdasarkan 
data dan analisa sebagai informaai dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

k- membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinena; dan

I melaksanakan tugaa kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Pungai Bidang Bina Pemerintah an Desa

Paragraf I

Bidang Bina Pemerintahan Desa

Pasal 7

(1} Bidang Bina Pemerintah an Desa mem puny ai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, program kegiatan, 
pern binaan, pel ay an an administrasi dan teknis, dan fasilitaai bidang Bina 
Pemerintah an Desa.

(2) Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa yang mempunyal 
tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan. pedoman, program kegiatan, pern binaan, 
pelayanan administrasi dan teknis. dan fasilitaai bidang Bina 
Pemerintahan Desa.

(3) Uraian ....
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(3) Uraian tugas Kcpala Biciang Bina Hemerimahan Dfisa aebagaimana 
dimakaud pad a ay at (2). ad ala h scbagai b<?rjkuf:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang Bina Pemerintahan Desa sesuai 
kctentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan saaaran dan 
tujuan yang telah diteiapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang Bina Pemerintahan Desa sesuai 
prosedurdan keteniuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Bina Pemerintahan 
Desa berdasar kewenangan dan mempertimbangkan aumber daya agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan cfektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pelaporan 
aaet dan kekayaan desa, pengelolaan administrasi desa. dan aparatur 
pemerintah desa;

f. melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian, monitoring 
evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan di bidang bina 
pemerintahan desa;

g. melaksanakan pendataan, rekapitulasi pengelolaan aset dan kekayaan 
desa, pengelolaan administrasi desa, dan aparatur pemerintah desa;

h. menyusun data dan informasi yang berhubungan dengan 

pemerintahan desa, aset dan kekayaan desa, pengelolaan administrasi 
desa, dan aparatur pemerintah desa;

i. menyusun pedoman pcngistan, pengangkatan dan pemberhentian 
kepaia desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

j. melaksanakan konsultasi, kerjasama dengan unsur pemerintah dan 
swasta dalam penyusunan rencana program kegiatan di bidang bina 
pemerintahan desa;

k. menyusun petunjuk teknis pembinaan aparat pemerintah desa;
l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan ....
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m. memberikan »aran, pendapat. dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langsung maupun tertuUs berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang Bina 

Pemerintahan Desa berjalan sesuai kctcmuan Peraturan Pcrundang- 
undangan;

n.

o.

P-

menyusun laporan di bidang Bina Pemenntahan Desa berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa

PasaJ 8

(1) Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa mempunyai tugas menyusun bahan 
dan melaksanakan pembinaan. sosialisasi, pendataan> pemantauanf 
fasilitasi, dan bantu an di bidang Aset dan Kekayaan Desa.

(2) Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa yang 

mempunyai tugas mcmimpin penyusunan bahan dan pelaksanaan 
pern binaan, sosialisasi. pendataan, pemantauan> fasilitasi, dan bantu an 
di bidang Aset dan Kekayaan Desa.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Bina Aset dan Kekayaan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Bina Aset dan Kekayaan 

Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
perbmbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang lelah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang Bina Aset dan Kekayaan 
Desa sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyclia ....
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1.

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang Bina Aset dan Kekayaan Desa 
berdflsarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar 

pelaksanaan tugaa beijalan dan berhasil optinia];

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tcpat sasaran;

e. melaksanakan pengembangan sistem database aset desa;

f. menyusun pedoman pengelolaan aset dan kekayaan desa;

g. znenginvemarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan bidang aset dan kekayaan desa, aerta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah;
h- menyusun pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan 

aset dan kekayaan desa;

melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian. monitoring, 
evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan aset dan Kekayaan desa;

menginventaris tanah desa, bangunan desa, dan kekayaan desa 

lainnya;
menyiapkan baban pembinaan ten tang tata cara pcmcUharaan 

kekayaan desa, penggunaan, dan perubahan status harta kekayaan 

desa;

melakukan asistenai dan fasilitasi pengelolaan aset desa dan kekayaan 

desa.

m. memberikan baniuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka 
penataan aset desa;

n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang Bina Aset dan Kekayaan Desa sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja:

o. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelcnggaraan tugas di bidang Bina 
Aset dan Kekayaan Desa berjalan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;
p. menyusun laporan di Bina Aset dan Kekayaan Desa berdasarkan data 

dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;
q. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

k-

1.

r. melaksanakan ....

r
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r. melaksajiakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pi m pi nan 

aesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3
Sekai Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Administrasi Desa

Paaal 9
(1) Seksi Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Administrasi Desa mempunyai 

tugaa melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan 

pembinaan« fasilitasi. bantuan, pengumpulan data dan bahan di bidang 

Pengelolaan Administrasi Desa.
(2) Seksi Tata Pemerintahan dan Pengelolaan Administrasi Desa 

sebagaimana dimaksud pada ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Seksi Tata 
Pemerintahan dan Pengelolaan Administrasi Desa yang mempunyai tugas 
memimpin penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan 

pembinaan, fasilitasi, bantuan, pengumpulan data dan bahan di bidang 

Pengelolaan Administrasi Desa,
(3| Uraian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pengelolaan 

Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai 
berikut ;

a.

b.

c.

d.

e.
f.

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan dan 

pengelolaan administrasi desa sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
menyusun bahan perencanaan di bidang tata pemerintahan dan 
pengelolaan administrasi desa sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 

Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tei^usun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;
menyelia pelaksanaan tugas di bidang lata pemerintahan dan 
pengelolaan administrasi desa berdasarkan kewenauigan dan 
mem pert imbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eftsien. dan tepat sasaran;
menyusun pedoman tata pemerintahan dan administraai desa;
melaksanakan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan tata 
pemerintahan, dan pengelolaan administrasi desa;

g. memfasilitasi



• 17 •

g. memfasilitaai, bantuan, peningkatan penaiaan tata pemerintahan, dan 
pengeloiaan admin istrasi desa;

h. melaksanakan pendataan. mcnyiapkan bah an penyusunan pedoman 

dan petunjuk teknis penyuaunan program, pembentukan, pemecahan, 
penggabungan, penghapusan wilayah desa aerta perubahan status 
desa menjadi keiurahan;

i. melaksanaan kebijakan dan penyelesaian sengketa dalam pembuatan 
peta dan batas wilayah desa lingkup kabupaten;

j- melaksanaan kebijakan penamaan desa dan kode desa lingkup 
kabupaten;

k. melaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan pembentukan, 
pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status, 
penetapan, serta batas desa

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang tata pemerintahan dan pengeloiaan administrasi desa sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 
telah diietapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

m. memberikan saran, pendapai dan pertimbangan kepada atasan secara 
Jangsung maupurt tcrtuUs berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar 

arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang tata pemerintahan 
dan pengeloiaan administrasi desa berjalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

n. menyuaun laporan di bidang tata pemerintahan dan pengeloiaan 
administrasi desa berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan penmdang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Seksi Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 10

(1) Sekai Aparatur Pemerintah Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan. fasilitasi, 
pengumpulan data dan l>ahan di bidang Aparatur Pemerintah Desa.

(2) Seksi ....
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(2) Seksi Aparatur P«menntah Desa sabagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dipimpin oleh Kepaia Seksi Aparatur Pemerintah Desa yang mempunyai 

tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bah an dan pelaksanaan 
bimbingan dan pembinaan, fasiiitaai, pengumpulan data dan bahan di 
bidang Aparatur Pemerintah Desa.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang aparatur pemerintah desa 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertiinbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang aparatur pemerintah desa 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang aparatur pemerintah desa 

berdasarkan kewenangan dan mem pert imbangkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas berjalan dan berhasiJ optimal;

d. mendisthbusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan seauai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanaan orientaai manajemen pemerintahan desa dan penataan 
kewenangan desa;

f. menyusun bahan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa;

g. mengumpulkan, mengklasitikasikan bahan dan data tentang aparat 
pemerintah desa;

h. menyusun dan menyajikan data statistik dan grafik atau visualisasi 
data aparat pemerintah desa;

j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 
pengisian. pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan 
perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. menghimpun serta memecahkan masalah yang timbul dalam 

pen^sian, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan 
perangkat desa;

l. menyiapkan bahan dan memberikan aaran tentang upaya peningkatan 
kesejahteraan aparat pemerintah desa;

m. memfasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata cars 
penyusunan produk hukum desa bidang pemerintahan desa, ekonomi, 
sosial, dan budaya;

n. mengumpulkan ....
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n. mengumpulkan, mengbimpun, dan mcngolah data aena informaai 
yang berhubungan dengan aparat pemerintah desa;

o. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kmeija di 
bidang aparatur pemerintah desa sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

p. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugaa dt bidang 

aparatur pemerintah desa berjalan sesuai ketentuan peraturan 
peru n dang-u ndangan;

q. menyusun laporan di bidang aparatur pemerintah desa berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggunsawaban 
pelaksanaan tugas;

r. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

a. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungs Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa

Paragra/ 1

Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa 

Pasal 11

(1| Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa mem puny ai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, 
program kegiatan, pembinaan» pelayanan administrasi dan teknis, dan 
fasilitasi di bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Desa.

(2) Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa sebagai man a dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa 

yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman. program kegiatan. 
pembinaan, pelayanan administrasi dan teknis, dan fasilitasi di bidang 
Bina Perencanaan dan Keuangan Desa.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun ....
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A. m«nyu8un kebijakan teknis di bidang perertcanaan dan keuangan 
deaa sesuai ketencuan peraturan peru ndang- undangan dan 
pcrttmbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan seauai 
dengan sasaxan dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. manyu sun perencanaan di bidang perencanaan dan keuangan desa 
sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan peru ndang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan Daerab dan data perencanaan 
yang dapat dtpertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan 
keuangan desa berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 

sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien4 dan tcpat sasaran;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi pendapatan desa serta 
menginventans permasalahan perencanaan dan penatausahaan 

desa;
r. melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pelaporan 

pendapatan desa, perencanaan dan pelaporan pembangunan desa, 
serta penatausahaan keuangan desa;

g. menyuaun data dan informasi yang berhubungan dengan 
pendapatan desa, perencanaan dan pelaporan pembangunan desa 

dan penatausahaan keuangan desa;

h. menyusun pedoman pengajuan, penggunaan dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa, alokasi dana desa dan 
pendapatan desa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang* 

undangan.
i. melaksanakan konsultasi, kcrjasama dengan unsur pemerintah dan 

swasta dalam penyusunan rencana program kegiatan di bidang bina 

perencanaan dan keuangan desa;
j. TTieningkatkan kemampuan sumber daya manusia berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa.
k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang perencanaan dan keuangan desa sesuai dengan perencanaan 
dan indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinerja;
l. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

perencanaan dan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan 
peraturan peru ndang-undangan;

m. menyusun

/
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m. menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan desa 

berdasarkan data dan anaiisa sebagai informaai dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan pernndang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan da lam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Seksi Pendapatan Desa

Pasal 12

(1) Seksi Pendapatan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pcmbinaan, bantuan, fasilitasi, 
pengumpulan data dan bahan di bid an g pendapatan desa.

(2) Seksi Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimptn 

oleh Kepala Seksi Pendapatan Oesa yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan 

pern binaan, bantuan, Casilitasi, pengumpulan data, dan bahan di bidang 
pendapatan desa.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan tekr^is di bidang pendapatan desa sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat boTjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan,

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pendapatan desa sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendapatan desa berdasarkan 
kewenangan dan mem pert im ban gkan sumber daya agar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektifr eHsien, dan tepat sasaran;

e. melakukan ....
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e. melakukan pengembangan sistem database pengetolaan keuangan 
desa;

f. menyusun pedoman pengelolaan pendapatan deaa, pedoman 
pelakaanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pendapatan desa;

g. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan biclang pendapatan desa, serta menyiapkan bah an petunjuk 
pemecahan masaiah;

h. melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian, monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan dalam pengelolaan pendapatan desa;

i. menyiapkan bahan pern binaan ten tang tata cara penyelesaian 

masalah, penggunaan dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan 

desa lainnya;

j. melaksanakan asistensi dan fasilitasi pengtotian dan pengelolaan 
pendapataan desa.

k. melaksanakan bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka 

penataan pengelolaan pendapatan desa;

l. melakaaciakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pendapatan desa seauai dengan perencanaan dan Lndikator 
sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

lelaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pendapatan desa betjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

n. menyusun laporan di bidang pendapatan desa berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

0. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja: dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibehkan oleh pimpinan 

sesuai Ketentuan peraturan perundang.undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa

Pasal 13 ....

t
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Pasal 13

(1) Seksi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Deaa mempunyai tugas 

melakaanakan penyiapan bah an dan pelaksanaan bimbingan dan 
pem binaan, bantuan, faaibtasi. pengumpulan data dan bah an di bidang 
Pcren Canaan dan Pelaporan Pemba n gun an Desa.

(2) Seksi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Deaa sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (1| di pirn pin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan 

Pelaporan Pembangunan Deaa yang mempunyai tugas memimpin 

pelaksanaan penyiapan bah an dan pelaksanaan bimbingan dan 
pembinaan, bantuan. fasilitasi, pengumpulan data dan bahan di bidang 
Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. manyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan 

pelaporan pembangunan desa aeauai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. mcnyusun bahan perencanaan di bidang perencanaan dan pelaporan 
pembangunan desa sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan 
pembangunan desa berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

betjalan dengan efektii*, efisien, dan tepat sasaran;

e. memfasilitasi penyelenggaraan advokasi penyusunan peraturan desa 
partisipatif;

f. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penv'usunan program 
perencanaan dan pelaporan pembangunan desa serta pedoman 
penyusunan laporan Kepala Desa;

g. memfasilitasi, bantuan, perencanaan pembangunan dan pelaporan 
pembangunan desa;

h. melaksanakan pendataan, menyiapkan bahan penyusunan. serta 
memberikan saran dan petunjuk penyelesaian maaalah yang UmbuJ 
akibat pembangunan desa;

i. melaksanakan ....
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k.

1.

m.

melakeaiiakan pengendalian dan evaluasi peiaksanaan kineija di 
bidang parencanaan dan pelaporan pembangunan desa sesuai 
dengan perencanaan dan indikator si stem pengendaiian intemaJ yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

meml)ehkan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuHs berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

perencanaan dan pelaporan pembangunan desa berjalnn sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang perencanaan dan pelaporan 

pembangunan desa berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

mernbina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinet^a; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja oi^niaaai.

Paragraf 4

Seksi Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 14

(]| Seksi Penatausahaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pern binaan, bantuan. 
fasiliusi, pcngumpulan data dan bahan di bidang penatausahaan 
keuangan desa.

(2) Seksi Penatausahaan Keuangan Desa sebagatmana dimaksud pada ay at
(1) dipimpin oleh KepaJa Seksi Penatausahaan Keuangan Desa yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan dan 
pelaksanaan bimbingan dan pern bi naan. bantu an, fasiliiasi,
pengumpulan data dan bahan di bidang penatausahaan keuangan desa.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2|. adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan 
keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sesuai dengan sasaran dan cujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun
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b. menyusun bahan perencanaan di bidang penatausahaan keuangan 

dcsaaesuai prosedur dan keientuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pern ban gun an Dae rah dan data perencanaan 
yang da pat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dcngan rcncana strategis;

c. menyeiia pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan keuangan 
desa berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumberdaya 
agar pelaksanaan tugas berjaJan dan berhasil optimal:

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kcpada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien. dan lepat sasaran;

melaksanakan orientasi manajemen pemerintahan desa dan 
penatausahaan keuangan desa;

melaksanakan koordinasi dan fasiliiasi pengembangan 
penatausahaan keuangan desa;

e.

f.

g. menyusun dan menyajikan data statistik dan graiik atau visualisasi 
data keuangan desa;

h. menyusun bahan pembinaan bidang penatausahaan keuangan;

i. melakukan supervisi dan pengawasan penatausahaan keuangan 
desa;

j. menghimpun serta rnemecahkan masalah yang timbul dalam 
penatausahaan keuangan desa.

k- melaksanakan fasiliiasi penyiapan bahan pcrumusan kebijakan 
teknis tata cara penyusunan penatausahaan keuangan desa;

l. mengumpulkan, menghimpun. dan mengolah data serta informasi 
yang berhubungan dengan keuangan desa;

m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang penatausahaan keuangan desa sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 
dalam rangka perbaikan kineija:

n. memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/aiau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
penatausahaan keuangan desa beijalan sesuai ketentuan peraturan 
peru n d ang-u nd an gan;

o. menyusun laporan di bidang penatausahaan keuangan desa 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

p. membina ....



-26-

P«

q-

membinR, mengawasi, dan menilai kineija bawahan scsuai ketentuan 
peraturan perundang undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan haailnya aesuai target kineija; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mcndukung kineija organisasi.

Bagian Kelima

Tugas dan Pungsi Bidang Pemberdayaan dan Parti si pasi Masyarakat Deaa

Paragraf 1

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Pasal 15

(1) Bidang Pemberdayaan dan Parti sipasi Masyarakat Desa mem puny ai 
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pedoman, 
program kegiaian, pembinaan, pelayanan administrasi dan teknis, dan 
fasilitasi bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.

(2) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa sehagaimana 
dimakeud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan 

Partisipasi Masyarakat Desa yang mempunyai tugas memimpin dan 

mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan, pedoman, program kegiatanr pembinaan, pelayanan 
administrasi dan teknis, dan fasilitasi bidang pemberdayaan dan 
partisipasi masyarakat desa.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat |2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan partisipasi 
masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pemberdayaan dan partisipasi 
masyarakat desa sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pern ban gun an Daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan ....
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c. mengoordtnaaikan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan 

partisipasi masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil optimal;

d. mendisthbusikan tugas, membehkan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peUiksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian keberhasilan 

pembangunan desa/kelurahan atau perlombaan desa;

f. mengoordinasikan perumusan dan pengolahan data proftl desa guna 
menentukan tingkat perkembangan desa/kelurahan.

g. mengoordinasikan bimbingan dan pemaniauan pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan 
kecamatan;

h. mengoordinasikan pelaksanaan penataan lingkungan dan kawasan 
pedesaan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sarana dan 
p rasa ran a desa;

j. melaksanakan konsullasi. kerjasama dengan unsur pemerintah dan 

awasta dalam penyusunan rencana program kegiatan di bidang 
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa;

k. memotivasi ssvadaya masyarakat dalam partisipasi pembangunan;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sialem pengendalian internal yang 
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

m. memberikan saran, pen da pat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa berjaJan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang pemberdayaan dan partisipasi 
masyarakat desa berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o- membina. mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2 ....
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Paragraf 2

Sekai Kelembagaan dan Pengembangan Partiaipaai Masyarakat Desa

Pau&I 16
(1) mempunyai tugaa melaksanakan penyiapan bahan dan peJaksanaan 

bimbingan dan pembinaan, bantuanf fasilitasi, pengumpulan data dan 
bahan di bidang kelembagaan dan Pengembangan Partiaipaai Masyarakat 
Desa.

(2] Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Deea 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pirn pin oleh Kepala Sekai 
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan dan 

pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, bantuan, fasililasi» 
pengumpulan data dan bahan.

(3| Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, adalah sebagai 
berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan 

pengembangan partisipasi masyarakat desa scsuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas da pat berjalan sesuai dengan sasaran dan rujuan 
yang telah ditetapkan.

b. menyusun bahan perencanaan di bidang kelembagaan dan 
pengembangan partisipasi masyarakat desa sesuai proscdur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana sirategis;

c. menyelia pelaksanaan tugaa di bidang kelembagaan dan 

pengembangan partisipasi masyarakat desa berdasarkan 

kewenangan dan mem pert imbangkan sumber dayaagar pelaksanaan 
tugas berjalan dan berhasi! optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, ellsjen, dan tepal sasaran;

e. menyusun peiunjuk teknis dan pelaksanaan penilaian keberhaailan 
pembangunan desa/kclurahan atau perlombaan desa;

f. melaksanakan pengumpulan data dan bahan, pembinaan dan 

bimbingan lembaga kemasyarakatan;
g- memfasilitasi, bantuan, partisipasi masyarakat. dan motivasi 

swadaya masyarakat daiam partisipasi pembangunan;

h. melaksanakan ....
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h. melaksanakan p«ndataan dan rekapitulasi hasil pembangunan 
desa/kelurahan >ang diiaksanakan atas swadaya mu mi masyarakat;

i. melaksanakan pengumpulan perumusan dan pengolahan data profil 
desa gun a menentukan tingkat perkembangan desa/kelurahan;

j. memberikan bimbingan, petunjuk» dan pemantauan pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan 
kecamatan;

k. melaksanakan pendaCaan dan rekapitulasi hasil pembangunan 
desa/kelurahan yangdilaksanakan atas swadaya murni masyarakat;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat desa 

sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 

internal yang teiah ditetapkan dalam rangka perbaikan kincrja;
m. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tuges di bidang 

kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat desa 
berjalan sesuai ketencuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang kelembagaan dan pengembangan 
partisipasi masyarakat desa berdasarkan data dan anaiisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

0. memberikan bimbingan. petunjuk dan evaluasi pelaksanaan 
kelembagaan;

p. melaksanakan pelatihan Sistem Informasi Desa dan Profi) Desa;

q. membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

r melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kincrja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Penataan Lingkungan dan Kawasan Pedesaan

Pasal 17

(]) Seksi Penataan Lingkungan dan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan 
pembinaan, bantuan, fasilitasi, pengumpulan data, dan bahan di bidang 

penataan lingkungan dan kawasan pedesaan.

{2) Seksi ....
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(2) Seksi Penataan Lingkungan dan Kawasan Pedesaan sebagatmana 

dimaksud pada ayat (11 dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan Lingkungan 
dan Kawasan Pedesaan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan 

penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan. bantuan, 
fasilitasi, pengumpulan data, dan bahan di bidang penataan lingkungan 
dan kawasan pedesaan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Penataan Lingkungan dan Kawasan Pedesaan 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2|. adalab aebagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan 

dan kawasan pedesaan sesuai ketentuan peraturan perundang^ 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;
menyusun bahan perencanaan di bidang penataan lingkungan dan 

kawasan pedesaan sesuai prosed ur dan ketentuan peratumn 
perundang'undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipercanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang penataan lingkungan dan 
kawasan pedesaan berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
baw'ahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, eHsien, dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bahan pembinaan penataan lingkungan dan kawasan 
pedesaan,

f. mengolah dan menganalisa data yang terkait penataan lingkungan 
dan kawasan pedesaan;

g. melaksanakan revitalisasi pasar desa;
h. melaksanakan fasilitasi penyusunan tata ruang perdesaan;
i. melaksanakan supervisi dan pengawaaan pen gem ban gan kawasan 

perdesaan:
j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang penataan lingkungan dan kawasan pedesaan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator system pengendalian internal yang telah 
ditetapkan daiam rangka perbaikan kinerja;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/auu 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas dt bidang 
penataan lingkungan dan kawasan pedesaan berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang*undangan;

1. menyusun ....

i
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l. tnenyusun laporan di bidong penataan Ungkungan dan kawaaan 

p>edesaan berdaaarkan data dan anaiisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina. mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pcgawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daJam rangka 
mendukung kineija organ isasi.

Paragraf4

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Deaa

Pa sal 18

(1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas 
mclaksanakan penytapan bah an dan pelaksanaan bimbingan dan 
pembinaan, bantuan, fasilitasi, pengumpulan data, dan bahan di bidang 
pengembangan sarana dan prasarana desa.

(2) Sekst Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan 

Sarana dan Prasarana Deaa yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan 
pembinaan, bantuan, fasilitasi, pengumpulan data, dan bahan di bidang 
pengembangan sarana dan prasarana desa.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Deaa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2|. adalah sebagai benkut:

a. menyusun bahan kebijakan leknis di bidang pengembangan 
sarana dan prasarana desa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan leknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan (ujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan sarana 
dan prasarana desa sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sarana dan 

prasarana desa berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasU 
optimal;

d. mendistribusikan ....
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d.

e.

f.

g.

\.

k.

I

mendistribusikaji tugas, memberikan peiunjuk, dan arahan 

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan 
tugas beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

mcnyusun bahan pembinaan di bidang pen gem ban gan sarana dan 
praaarana desa;

mengolah dan menganalisa data di bidang pengembangan sarana 
dan prasarana desa;

melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan propinsi untuk 
pengembangan sarana dan prasarana deaa;

h. melaksanakan verifikaai, surveyt analisa dan monitoring 
pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMDj dan Karya 
Bhakti Boyolali Teraenyum (KBBT) sesuai target yang dicapai;

melaksanakan fasilitasi pemugaran rumah tidak layak huni bagi 
masyarakat mi skin;

melaksanakan fasilitasi penyediaan air bersih bagi masyarakat;

melaksanakan fasilitasi pengembangan pcmanfaatan sumber daya 
alamr jalan poros desa. dan sarana prasarana deaa lainnya;

melaksanakan pengendaltan dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengembangan sarana dan prasarana desa sesuai dengan 
perencanaan dan indikatorsistem pengendalian internal yangtelah 
ditetapkan dal am rangka perbaikan kineija;

m. memberikan saran, pendapat, dan pertimlwngan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 

pengembangan sarana dan prasarana desa betjalan sesuai 
ketenluan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana 
desa berdasarkan data dan anaJisa sebagai informasi dan 
pertonggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

keientuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan 
tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; 
dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinetja organisasi.

Bagian Keenam

Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Perekonomian, Potensi Desa, dan
Teknologi Tepat Quna

Paragraf I ...
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Paragraf 1
Bidang Pengembangan Perekonomtan. Potensi Desa, 

dan Teknologi Tepat Guna

(1)

Pasal 19
Bidang Pengembangan Perekonomian* Potensi Desa. dan Teknologi Tepat

a.

Guna mempunyai tugas meiaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan, pedoman, program kegiatan, pembinaan, pelayanan 
administrasi dan teknis, dan fasilitasi di bidang pengembangan 
perekonomian, potensi desa dan teknologi tepat guna.

(21 Bidang Pengembangan Perekonomian ► Potensi Desa. dan Teknologi Tepat 
Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh KepaJa Bidang 

Pengembangan Perekonomian. Potensi E)eaa, dan Teknologi Tepat Guna 
yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinaaikan pelaksanaan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. pedoman, program kegiatan. 
pembinaan. pelayanan administrasi dan teknis, dan fasilitasi di bidang 
pengcmbajigan perekonomian, potensi desa, dan teknologi tepat guna.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perekonomtan, Potensi Desa, 
dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 

sebagai berikut:
menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan perekonomian, 
potensi desa, dan teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;
menyusun perencanaan di bidang pengembangan perekonomian, 
potensi desa, dan teknologi tepat guna sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan 

perekonomian, potensi desa. dan teknologi tepat guna berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan 
tugas bcijalan dan berhasil optimal,
mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;
meningkatkan sumber day a manusia bagi maayarakat usaba 
informal, kelompok usaba ekonomi desa. lumbung pangan 
masyarakat desa, dan pelaku program kegiatan pengembangan 

perekonomian;

C-

d.

e.

f. melaksanakan ....

/
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f. melak&anakan pengumpulan bahan, data dan analisa* sosiaJisasi, 
pcrumusan kehijakan teknis, pelaksanaan penyusunan rencana dan 

kegiatan di bidang pengernbangan perekonomian» potensi desa, dan 
teknologi tepat guna;

g. melaksanakan fasilitasi, pelatihan, pendataan. pemantauan, 
pengendalian, monitoring, evaJuasi dan pelaporan kinerja di bidang 
pengembangan perekonomian, potensi desa dan teknologi tepat guna;

h. melaksanakan koordinasi, konsultasi. kerja aama dengan unsur 
pemerintah dan swaata, dalam penyusunan rencana dan program 
kcgiatan serta pelaksanaan pengembangan perekonomian, 
penggalian potensi desa, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

1.

J.

k.

1.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengembangan perekonomian, potensi desa, dan teknologi 
tepat guna sesuai dengan perencanaan dan indikator aistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam reingka perbaikan 
kineija;

memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langaung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaaban agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pengembangan perekonomian, potensi desa, dan teknologi tepat guna 

berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan di bidang pengembangan perekonomian, potensi 
desa, dan teknologi tepat guna berdasarkan data dan analisa sebagai 
in form asi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawaai, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Seksi Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Pasal 20

(1) Seksi Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan 
bimbingan dan pembinaan, bantuan, fasilitasi, pengumpulan data dan 
bahan di bidang badan usaha milik desa dan usaha ekonomi masyarakat 

desa.

(2) Seksi ....
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(2) Seksi Badan Usaha Miiik Deaa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Deaa 
sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekai Badan 
Usaha Miiik Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Deaa yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan dan 
pelaksanaan bimbingan dan pern binaan, bantuan, fasilitasi,
pengumpulan data dan bahan di bidang badan usaha miiik desa dan 
usaha ekonomi masyarakat desa.

(3| Uraian tugas Kepala Seksi Badan Usaha Miiik Desa dan Usaha Ekonomi 
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ad ala h sebagai 
berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang badan usaha miiik desa 

dan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang badan usaha miiik desa dan 

usaha ekonomi masyarakat desa sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 

Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 
agar tcrsusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang badan usaha miiik desa dan 

usaha ekonomi masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan erahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menginventarisasi usaha informal masyarakat, permasalahan, dan 
tindak lanjut kegiatan;

f.

g.

meningkatkan pendapatan informal masyarakat melalui usaha 
ekonomi keluarga dan masyarakat:

meningkatkan produksi, sarana produksi masyarakat, dan lumbung 
pangan masyarakat desa;

h. meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat usaha 
informal, kelompok usaha ekonomi desa dan lumbung pangan 

masyarakat desa melalui pelatihan dan pembinaan kepada kelompok;
i. menginventansasi, pendataan analisa data, pemantauan, 

pengendaltan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan kinerja 
keuangan Badan Usaha Miiik Desa (BUMDes), Usaha Ekonomi 
Masyarakat Desa dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMO);

j. melaksanakan ....
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j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan kinerja di 
bidang badan usaha mihk deaa dan usaha ekonomi masyarakat desa 

sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang badan 
usaha milik desa dan usaha ekonomi masyarakat desa berjalan 
sesuai keteniuan peraturan perundang-undangan;

l. mcnyusun laporan di bidang badan usaha milik desa dan usaha 

ekonomi masyarakat desa berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:

m. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dein hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi,

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Tcknologi Tepat Guna

Pasal 21
(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Teknoiogi Tepat Guna

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan 
bimbingan dan pembinaan, bantu an, fasilitasi, pengumpulan data dan 
bahan di bidang pengembangan sumber daya dan teknoiogi tepat guna,

(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Teknoiogi Tepat Guna
sebagaimana dimaksud pada ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Seksi 
Pengembangan Sumber Daya dan teknoiogi Tepat Guna yang mempunyai 

tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan 
bimbingan dan pembinaan. baniuan. fasilitasi. pengumpulan data dan 
bahan di bidang pengembangan sumber daya dan tcknologi tepat guna.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan teknoiogi 
Tepat Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai 
berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber 

daya dan teknoiogi tepat guna sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun ....

t
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b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan sumber 

daya dan teknologi tepat guna seauai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdaaarkan rencana pemhangunan 

Daerah dan data perencanaan yang da pat dipertanggungjawabkan 
agar terausun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;

c.

d.

c.

f.

g

h.

t.

k.

1.

menyelia pelaksanaan tugaa di bidang pengembangan sumber daya 

dan teknologi tepat guna berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

betjalan dengan efektif» efisien, dan tepat sasaran;

mengolah dan menganalisa data di bidang pengembangan. 
pemanfaatan sumber daya alam, dan teknologi tepat guna;

melaksanakan pemberian bantuan. lomba rekayasa, dan gelar 
teknologi tepat guna;

melaksanakan pelatihan keterampilan, keijasama dan kegiatan 

pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna lainnya;

melaksanakan kesiapan pemanfaatan sumber daya alam dan 

teknologi tepat guna;
melaksanakan fasilitasi pengembangan pemanfaatan sumber daya.

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengemt)angan sumber daya dan teknologi tepat guna sesuai 

dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang 

telah ditetapkan da lam rangka pcrbaikan kinerja;

memberikan saran, pend a pat, dan pcrtimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulia berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas d\ bidang 
pengembangan sumber daya dan teknologi tepat guna beijalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang pengembangan sumber daya dan 
teknologi tepat guna berdasarkan data dan analisa sebagai informasi 
dan pertan^ungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasl.

BAB III ....

I
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BAB in
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pad a saat Peraturan Bupati ini mu)ai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolaii (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 64j, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Diteiapkan di Boyolali 
pada tanggal 2018

^BUPATI BOYOLAU,

jfsENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tan ggal 2. 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABU PAT^ BOYOLAU 

Asisten AdmiAistrasi Umum. L ..
.'

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETTDA KABUPATEN BOYOLALI,

6
AGNES SI i/sui iRTlNlNGSlH

mia
NIP. 19671102 199403 2 009


